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ANTARA

TENTANG

PROGRA鵬質PELAKSANAAN PELAYANAN KESEIATAN BAG1lWARGA BINAAN

PE恥質ASYA]RAKATAN

DI LEIMBACA PEMASYARAKATAN KELASIIB LUMAI「 ANG

NblnOFt W15.PAS.P:AS.20‐ PK01.07.01‐ 737

Nolllor:440ノ 6747ノ427.55/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 September 2021, bertempat di Kantor Lembaga

Pernasyarakatan Kelas IIB Ltunajan-s, Karni vzurg bertandatan-uan di bau.ah ini :

I. AGUS WAHONO, A.Md.IP.,S.H.,M.H., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIB Lunajan,u, selanjutnva disebut PIHAK PERTAi\fi;

il, dr. BAYU UTIBOWO IGN, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang,

selanjutnya disebut PIHAK KEDLTA;

Berdasarkal:

1. lJndang― Undalls I)asar Negara Republik lndonesia´ rahun 1945:

2.Undang― Undang RI Nol■or 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan:

3.lJndang一 Undang Nolllor 36 tahlln 2009 tentang Kesehatall:

4.Perattlran Pellle」 ntah Nolllor 31 tahun 1999 Tanggal 19卜{ei 1999 Tentang

Pelllbinaan dan lBllllbingan■ rarga Binaan Pel■ asyakatan;

LE:MBACA PEMASYARAKATAN KELASIIB LUMAJANG

DENGAN

D]NAS Kl〕 SEⅡATAN KABUPATEN LU:MAJANG



5. Peraturan Femerintah ltrornor -57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sarna Penveleng-earaan

Pernbinaan dan Bimbingan Srarga Binaan Pemasyarakatan;

6" Perantran Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentan-e Syarat-syarat Tata Cara

Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Warga Binaan

Pemasyakatan,

7. Permenkes No. 43 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;

8. Peraftrran Nlenteri Kesehatan Nomor 2l tahun 2013 tentang Penanggulangan Penyakit

HtV - AIDS:

Selanjutnya PIHAK PERTANIA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya di sebut PARA

PIHAK secara berszuna dan rnenyatakan sepakat dan setuju untlk membuat suatu Kesepakatan

Bersama (llemorundum Af Understanding'S untuk selanjutnya disebut dengan MOtf dalam

Hal Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diaarr

dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL l
KETENTUAN IInだ Uhだ

Dalam Menrorandum Of Understmding (ilIOA) ini yang dimaksud dengan PIIIAK

PERTAMA adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang selaku penanggung

jawab dalarn perencanaan, pelaksanaan dan kebijakan teknis pemasliarakatan dan PIHAK

KEDUA sebagai Penanggung jar.r,ab pengelolaan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten

Lumajang yang sesuai den-ean standar mutu kesehatan nasional.

Dalam Per.ianjian Keriasama ini yang dinraksud dengan :

a. PIHAK PERTANIA adalah Lembaga Pemasy'arakatan yang selanjutn-va disebut

Lembaga Pemasyarakatan yang rnerllpakan tempat untuk melakukan pembinaan

terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

b. PIHAK KEDUA adalah Dinas Kesehatan yang merupakan satuan kerja pemerintah

daerah kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pernerintah

dalarn bidang kesehatan kabupaten.

c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat [iPT

Puskesmas adalah unit pelaksana telaris yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Lumajang.

d. W-arga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana dan Anali Didik

Pemasyarakatan dan Klien Pernasyarakatan



e" Bimbingan Warga Binaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk rnernberikan

bantuan dan tunflinan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui

pengobatan dan pela'ganan kesehatan.

f. Pemberi Pela-vanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah UPT Puskesmas

Rogotrunan Kab. Lumajang.

g" Pela-vanan Kesehatan adalah pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemberi

Pelayanan Kesehatan (PPK) terhadap penyakit yang di derita oleh Warga Binaan

Pernasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Lumajang.

h. Prosedur la-vanan adalah langkah demi langkah untuk mernberikan tindakan terhadap

warga binaan pemasyarakatan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

a. fu{ennrandum Of Understanding (MOti) ini adalah sebagai pedotnan bagi PIHAK

PERTAM,{ dan PIHAK KEDUA dalarn rangka peningkatan pelavanan kesehatan bagi

Warga Binaan Pernasyarakatan di I.ernbaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lurnajang;

h. Tujuan dari Memorantlum OJ'Understaniing (MOU) ini adalah melaksanakan kerjasarna

antara PIHAK PERTAI\IA dan PIHAK KEDUA untuk mendukung kebijakan dan

prograrn Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka perluasan akses pelayanarl

kesehatan di Lembaga Pernasyarakatan serta mernfasilitasi penyelenggaraan dan

pelaksanaan program kesehatan nasional ba-ui tr\'arga Binaan Pernasyarakatan,

PASAL 3
RUANG LINGKUP KIERJASA卜IA

l. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahrn,a Unit Pelayanan Kesehatan

Lernbaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari unit pelayanan kesehatan bagi Warga

Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan untuk mendukung program

kesehatan nasional.

2. PIHAK KEDUA melakukan pernbinaan. pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap

Unit Pelayanan Kesehatan Lembaga Pernasyarakatan dalarn upaya pemberian pelayanan

kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas di Lembaga

Pernasyarakatan Kelas IIB Lumajan-s yang meliputi upaya yang terkait dengan target

Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyakit menular dan penyakit tidak menular, yaitu :

a. Pengendalian Penyakit Human Immunocleficienc,v I'li'a.i (HIV'1, Actluired Immurte

Deficienc.v SS,nclrorne (AIDS), dan Infeksi Menular Seksual (IIv{S);



b.Pengendaliall Penyakit乃 どわごκ′√′()Sぶ (TBC):

c.Pengendalian Penyakit Demam Berdar滅 l Dθ′ば′′c(DBD):

d. Pengendalian iPenyakit(Elovid-19:

e. Pengendalian iPenyakit・「 idakゝ`.lenlllari

l Bantuan Pelayanan keSehatall raWatinap untllk｀ rarga Binaan PemaSyttakatan(ゝ rBP)

yallg diberikan sesuai petllttuk teは lis Pembiayaan Pelayanan Kesehttan Bagi

Masyarakat Miskin(Biakes Maskin).

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa rnengesampin*ekan hak dan kewajiban dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini, PARA

PIHAK sepakat Lllltuk merinci hak dan kelvajiban masing-masing seba*uaimana diuraikan

sebagai berikut:

(1)Hak PIHAK PERTA卜Lヘ

a.  λ̀fendapatkan bantuan pelayanan kesehatan bagi  λヽ.アarga Binaan Pelllasyarakatan

(ヽ
′BP)Lenlbaga Pemasyttakatarl Kelas IIB Lumliang bel■lpa pelayanan bettasis

Upaya Kesehttall Bersumberdaya IMiasyara江  (UKBLl)/ Pos Binaan Terpadu

(POSBINDU):

b.Mendapatkan ballma1l pelayman kesehatall bagi Warga Binaall Pemasyarakatall(WBP)

yang tidak bisa diberika1l oleh iL′ apas:

c.Mendapatkan banttlan pelayanan kesehatan bagi Wttga Binaan Pelllasy″ akatan(WBP)

yang l■ engalal■ i kega、アatdanlratall l■ edis sesuai dellgan keu/enangan UP・ I‐ Puskesl■ as

IRogotrunan_

d.Mendal)a■ an pelttallan ftliukall bagi Warga Binaall Pemasyarakatall(WBP)secara

be]enJang sesuai dengan ke、/enangan lJPT Puskesnlas Rogotrtlnan.

e.  λ.4endapatkan bantuan  pclayanan  kcschatan  raⅥ γat  inap bagi  Vヽarga :Billaall

PenlaSyarakatan (Ⅵ FBP)SeSuai dengan petllttuk teklliS Pel■ biayaan Pelayallal

Kesehatan Bagi卜IasyaFakat卜 liSkin(BiakeS maSHn).

2.Kew町 lball PIHAK PERTA卜 lA

a.hlenyiapkan paling sedikit 2(dua)orallS pemgas tintuk mcndampingi pelaksanaall

pelayanan kesehatan;



b. Menyiapkan alat transportasi urtuk petugas kesehatan yang akan melakukan

POSBINDU, jika pada pelaksanaannya sedang tidak tersedia alat transportasi dari UPT

Puskesmas Rogotrunan.

c. Men-viapkan sarana dan prasarana berupa obat. alat kesehatan dan bahan habis pakai sebagai

pelayanan kesehatan dasar,

d" Menyediakan data nama, urrrur, alamat dan jurnlah Warga Binaan Pemas,rraraatan

(WBP) dan petugas Lapas Kelas IIB Lumajang sebagai dasar PIHAK KEDUA dalarn

memberikan pelayanan kesehatan;

e. Menyecliakan Sistern Antrian pendaftaran pela-vanan kesehatan secara manual untuk

memastikan ketertiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ;

f. Melaksanakan skrining (penjaringan) kesehatan terhadap Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) sebelum pemeriksaan kesehatan oleh PIHAK KEDUA;

g. Iv{ernberikan laporan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara berkala

berupa laporan kesakitan (LB I ) ;

h. Memberikan surat rekomendasi untuk rnndapatkan pelayanan kesehatan dari prograrn

Pembiayaan Pela.vanan Kesehatan Bagi Masy-arakat N{iskin (Biakes maskin) :

3. Hak PIHAK KEDUA

a. Mendapatkan pendarnpin-qan petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan

keamanan pada saat pelayanan kesehatan,

b. Mendapatkan alat transportasi untuk petugas kesehatan yang akan melakukan

POSBINDU, jika pada pelaksanaannya sedang tidak tersedia alat transpofiasi dari UPT

Puskesmas Rogotrunan.

c. Ivlendapatkan infonnasi data nama, ulnur, alamat dan jumlah \\rarga Binaan

Pemasyaraatan (WBP) dan petugas Lapas Kelas IIB Lumajang sebagai dasar PIHAK

KEDUA dal arn memberi kan pel ay anan keselt atan:

d. Ir,Iendapatkan laporan hasil skrining terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (SIBP)

dari PIHAK PERTAMA sebelum pelaksanaan pelayanan;

e- Mendapatkan laporan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara berkala

benrpa laporan kesakitan (LB 1) ;

f. h4endapatkan surat rekomendasi untuk rnndapatkan pelayanan kesehatan dari program

Pernbiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi N{asyarakat N{iskin (Biakes maskin) ;

g. A,{endapatkan pelatihan pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

untuk petugas pelayanan kesehatan dari UPT Puskernas Rogotrunan.



4. Kewajiban PIIIAK KEDUA

a" Memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (StBP)

Lembaga Peurasyarakatan Kelas IIB Lumajang benrpa pelayanan berbasis Upaya

Kesehatan Bersurnberdaya Masyaraat (UKBM) / Pos Binaan Terpadu (POSBfNDU),

b. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

yang tidak bisa diberikan oleh Lapas ;

c. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

yang mengalami kegaw'atdaruratan medis sesuai dengan kew'enangan UPT Puskesrnas

Ro*uotrunan.

d" Memberikan pelayanan rujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara

berjenjang sesuai dengan keu,enangan UPT Puskesmas Rogotflman.

e. Memberikan bannran pelayanan kesehatan rawat inap bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan petunjuk teknis Pembiayaan Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyzu-akat Miskin (Biakes rnaskin).

PASAL 5
PELAKSANAAN KERJASA卜任A

1. PII:IAK :P亜〕RTAR4」へ IIlengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, penga、 vasan dan

evaluasi ke4a sama di Lembaga Pemasyttakttan Kelas IIB Lumaang.

2.PIIIAK PIEIご rA卜IA dalalll halini Kepala Lelinbaga Pelllasyarakatan K_elas IIB Lulll勾 ang

bem′ enang untllk l■ ensOsialisasikm Mα
“
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“
″′″gryθり ini kepada

selumh Pettlgas di Lcmbaga pemasyamkatan Kelas IIB Lumlang dallselumh WBP.

3. IPIIIAK Iく:EI)UA lmengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaanぅ  penga、 vasan dan

eValuaSi ke4a Sal■ a di tingkat pelakSana.

4.PIⅡA:K KEDUA dalam halini Kepala Dinas Keschttan Kabup"en Lulllaallg berwenang

unttlk mensosialisasikan.Miθ ″,θF″″ご″″
=θrび

"`Jι

欝″
“
清″g rifθの ini kepada Puskesmas

di Wilayah Kあ upaten Lumajang.

5.Wakm pelaksanaall kegiatal menyesuaiktt dengall jadwal yang dah ditetTkan oleh

kedua belah pihak.

6_Pelaksanaan Kesepakatan bersal■ a ini lllengacu pada pedolnan yang ditetapkan iPI:IIブ Kヽ

KEI)UA, 11lelalui koordinasi dengan lJPT Puskesl■ as :Rogotrllnall, baik dalal■  hal

pelaksanaan kegiatan,11lonitoring lllaupun evaluasi.



PASAL 6
PE卜IBIAYAAN

Sutnber pernbiayaan yang timbul dalarn pelakszuraan Menrorsnium Of Uncterstanding

MOa) ini dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Pelayanan kesehatan di dalam Lapas yang berbasis Upaya Kesehatan Bersumberdava

Masyaraat (UKBIV{) I Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) dibebankan kepada PIHAK

PERTAMA, bersumber dari dana APBN DIPA Lapas Kelas II B Lurrrajang

2. Pelayanan kesehatan rawat jalan di UPT Puskesmas Rogotrunan dibebankan kepada

PIHAK PERTAMA, bersumber dari dana APBN DIPA Lapas Kelas II B Lumajang.

3" Pelayanan kesehatan rawat inap di UPT Puskesmas Rogotrunan dibebankan kepada UPT

Puskesmas Rogotrunan" bersumber dari dana APBD (Program Biakes rnaskin).

PASAL 7
MASA BERLAKU

1" fuIemorandum Af Understanding (MOU) ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jangka r,r,aktu 2 (Dua) tahun, dan dapat diubah

atau diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK"

2. Apabila salah satlr pitrak berkein-sinan untuk mengakhiri fuIemoranelum Of

Understanding (MOU) sebagain-rana dirnaksud pada avat ( I ), maka u'ajib

mer,nberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat - larnbatnya 3 (tiga) bulan

sebelum fuIemnrsndum Of Unclerstonling (MOUI ini berakhir.

3. Memitrcndum Of Unierstanding (MOti) ini akan berakhir atau tidak berlaku dengan

sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-tindangan mengatur lain, dan apabila

ditentukan lain dikemudian hari.

PASAL 8
LAIN‐LAIN

l. Mennrsnilum Of Understunding (MOIJ) ini dibuat rangkap 2 (dua) asli" masing-masing

bennaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing diberikan

kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap ilIemorandum Af lJnieystanding (MO{i)

ini, dapat dilakukan perbaikan atas kesepakatan PARA PIHAK.

3. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Memorunilurn Of Understonding (MOU) ini

akan diselesaikan secara musvawarah unflrk mufakat,
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